
Pembayaran Pajak Daerah
No. SK :

Persyaratan

1. laporan pendapatan (self assessment) atau laporan data pemakaian (official assessment)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WP Menyerahkan laporan pendapatan (self assessment) atau laporan data pemakaian (official 

assessment) dari obyek usaha yang dikenakan pajak daerah

2. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk obyek pajak self assessment dan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk obyek pajak official assessment, kemudian menginput dan 

mencetak tanda bukti pembayaran

3. pembayaran dan penyerahan tanda bukti pembayaran pajak daerah yang sudah divalidasi dan 

ditandatangani bendahara penerimaan

Waktu Penyelesaian

Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Jl. A. Yani Sampit 74322 082251472470 

Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur / Badan Pengelola Pendapatan 

Daerah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 11 Feb 2025 pukul 12:53. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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10 Menit

Pelayanan Sampai dengan mendapatkan Bukti pembayaran Pajak Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pembayaran Pajak Daerah

Pengaduan Layanan

Badan Pengelola Pendapatan Daerah
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